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KIPT]TUSAN MENTTRI P}]Rf,NCANAAN PEMI]ANGUNAN NASIONAI,/
KIPALA BADAN PERI]NCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

NOMOR Kltr'. 1 2 4 /M.ppN/r{K / 06 / 20 79
'11,M' NG

PI]RTJBAI IAN ATAS

KXPT]"IUSAN Mf,NTERI PIRENCAN  N PIMBANGUNAN NASIONAL/
KXPALA BADAN PERXNC N  N PIMBANGUNAN NASIONAL

NOMOR KIP.87 / M.PPN / ilK/ 07 / 20 t7
TTI{I'ANG

PUNGANGKA'IAN PUABAT PENANDA ]'ANGAN DrpA,/
PIJAI}^]' KT'ASA PENGGUNA ANGGARAN KOMI]I NASIONAL KEUANGAN SYARIAII

KI]MINTf,RIAN PDRINCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
I]ADAN P}]RENCANAAN PIMtsANGI'NAN NASIONAL

MIMXRI PERINCANA N PI]MI]ANGUNAN NASIONAL/
ru),ALA BADAN PIR}]NCANAAN PI]MI]ANGUNAN NASIONAI,,

a bahwa telah ditetapkan Keputusan Menteri Perencanaan
Pernbangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional Norrror KLP.87lM.PPN/HK/07/2017 tentar.g I'eJ^bat
Penanda Tangan DIPA/Kuasa Perrgguna AnSSaran Komite Nasiorral

KeuarlSan Syaliah ltenlentelian Perencanaan Pembangurrarr

Nasional/Baclan Pererlcallaan Pembangunan Nasional;

bahwa dalanr rangka pelaksartaan an4garan yang disediakan untuk
penyelenggaraarl Llrusan pemerintahan yang merladi tugas dan
kewenangan Kelnelltelian Perencanaan Pembangunan
Nasional/Badan Perencarlaan Penrbangunan Nasional, perlu segera

ditetapkan Pejabat Penanda Tangan DIPA/Kuasa Pengguna

An&<arar1 Konrite Nasional Keuangan Syariah Kententet'ian

Perencanaan Pembartgunan Nasional/tsadan Perencanaall

Pembangunan Nasional;

bahwa dalam langka rneningkatkall efektifitas dan efisiensi

pelaksanaan tuSas Koluite Nasional Keuangau Syariah Kenrenteriart

Perencanaau l'enrban.gunan Nasional/Badan Perellcanaatl

Penrbarrgunarr Nasional. perlu dir-tbah Pejabat Penanda Tangan
DIPA/Krusa Pel&gun:i An&<aran Koruite Nasiotral Keuaugan Syarrah

!
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MXMUTUSKAN:...

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional;

bahwa pejabat yan9 fianl.anya tercantun dalam Keputusan ini
dianggap man.rpu dan memenuhi persyaratan sebagai Pejabat
Penanda Tangan DIPA/Pej abat Kuasa Pengguna Anggaran Komite
Nasional Keuangan Syariah Kementerian Perencana n
Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2Ol8 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2079 (l*mbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 223, Tambahan
Icmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263);

Petaturan Pemerintah Nomor 45 Tahlulr. 2073 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Angg.atan dan Belanja Negara sebagai rnana diubah
dengan Perafran Pemerintah Nomor 5O Tahun 2018;

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahlun 2015 tentang Organisasi
Kementerian Negara;

Petataran Presiden Nomor 65 Tahun 20L5 tentang Kementerian
Pereficanaan Pembangunan Nasional;

Perafiran Presiden Nomor 66 Tahun 2075 tentang Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Presiden Nomor 2O Tahun 2076;

Petat ran Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
B ar ang / J asa Pemerintah;

Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala
Badan Perencanaan Pembangttnan Nasional Nomor 4 Tahun 2016
tentang Ofganisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan
Pembangunan Nasional/Badan Perencana n Pembangunan Nasional
sebagaimana telah diubah dengan Petaturan Menteri Perencanaaa
Pembangunan Nasional/Kepala Badan Petencanaan Pembangunan
Nasional Nomor 6 Tahun 2017;

Peraturan Menteri Perencanaan Pembangtnan Nasional/Kepala
Badan Perencanan Pembangunan Nasionai Nomor 5 Tahun 2O16
tentanS Perenc anaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan
Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

Keputusan Menteri Perencanaan Pembangwan Nasional/Kepala
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor
KEP.87,/M.PPN/HK/O7/2O77 tentang Pejabat Penanda Tangan
DIPA/Kuasa Pengguna Anggaran Komite Nasional Keuangan Syariah

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional;



Menetapkan

MEMUTUSI(AN:

KEPUTUSAN MENTTRI PERENCANAAN PE,MBANGUNAN
NASIONAL,/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN

PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALq. BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL NOMOR KXP.87,/M.PPN/HK/O7/2077
TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT PENANDA TANGAN DIPA,/PEJABAT

KUASA PENGGUNA ANGGARAN KOMITE NASIONAI KEUANGAN
SYARIAH KEMXNTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL,/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL.

PERTAMA : Memberhentikan:

Nama : Dr. Ir. Ironard VH. Tampubolon, MA
NIP : 1961O118 198801 1001
Gol : lY/e
Sebagai Pejabat Penanda Tangan DIPA/Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran
Komite Nasional KeuanSan Syariah Kementerian Perencanaan
P emb angunan Nasional/Badan P er encanaan P ert.b angunan Nasional.

Mengangkat:

Nama : lr. Bambang Prijambodo, MA
NIP : 1960O930 198811 1001
Gol : lY/e

K[DUA

Sebagai Pejabat Penanda Tangan DIPA/Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran
Komite Nasional Ketangan Syariah Kementerian Perencanaan
Pembangunan Nasional / Badan Perencanazn Pembangunan Nasional.

Pejabat Penanda Tangan DIPA/Pejabat Kl.asa Pengguna Anggaran Komite
Nasional Keuangan Syariah Kementerian Perencanaan Pembangunan
Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana
dimaksud pada DIKIUM PERTAMA, bertugas danberwenang:

a. menyusun DIPA;

b. menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Penguji dan
P enandatangan Surat Perintah Me mb ay ar 

1

c. menetapkan panitia / pejabat yang terllbat dalam pelaksanaan

ke3iatan dan anggaran;

d. menetapkan tencana y.laksanaan kegiatan dan rencana pencairan
dana;

e. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluatan anqgaran
Belanja Negara;

f. melakukan pengujian taglhan dan perintah pembayaran atas beban
anx4arafl negafa;

g. memberikan ...
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KETIGA,

KEEMPAT

8. memberikan supeivisi, konsultasi, dan pengendalian pelaksanaan
kegiatan dan anggaran;

h. mengawasi penatausahaan dokumen dan transaksi yang berkaitan
dengan pelaksan aan kegiatan dan anggaranl

i. menyrrsun laporan keuangan dan kinerja seusai dengan ketentuan
P er atst an Perundang-undangan;

j. melaksanakan tugas dan kewenang an lainnya sesuai dengan
ketentuan P er af.fi an P erundang- undangan, dan

k. melaksanakan tugas lainnya yanS ditugaskan oleh Menteri
Pet:encanaan Pembangttnan Nasional/Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional selaku PengSun a Anggaran.

Sebagai tanda pengesahar., pada Lampiran Keputusan ini dicantumkan
landa tangan dan paraf pjabat yang bersangkutan, dengan ketentuan
bahw a tanda tangan dan paruf ndak sah, apablla tidak sesuai dengan yang
lercantum dalam lampiran Keputusan ini.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal drtetapkan.

Ditetapkan di Jakafia
pada tanggal20 Juni 2079

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
IGPAI,A BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

DJONEGORo
4/

Ketua Badan Pemeriksa Kevangan;
Direktur Jender a1 Anggaran, Kementerian Keuangan;
Direktur Jenderal Perlrndahar aan, Kementerian Keuangan;

Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utatr.a Bappenas;
Inspektur Utam a, Bapwnas;
Kepala Biro Petencanaan, Organisasi, danTata l,aksana, Kementerian PPN/Bappenas;
Kepala Biro Hukum, Kementerian PPN/Bappenas;

Yang bersanglortan.'
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Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.



LANIPIRAN

IGPUTUSAN MXNTERI PPN/KEPAI.A. BAPPENAS

NOMOR KEP. 1 2 4 /M.PPN/HK/O6/ 2019
TANGGAL 20 JUM 2Or9

SPESIMEN TANDA TANGAN DAN PARAI
PEJABAT PENANDA TANGAN DIPA/

PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN
KOMITE NASIONAL KEUANGAN SYARTAH

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAI/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGLINAN NASIONAL

MENTTRI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,/
KEPALA BADAN PERXNCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

&,.

lr. Bambang Prijambodo, MA

Deputi Bidang Ekonomi

NrP. 19600930 198811 1001

Gol. IVle

P.S.

Nama TandaTangan ?araf


